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BAB IV 

PERAKTIK SEWA JASA PESERTA TILAWAH  

PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

(MTQ) MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Praktik Sewa Jasa Peserta Tilawah Pada Musabaqah 

Tilawatil Qur’an (MTQ)  

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap peningkatan 

kualitas pada bidang keagamaan telah menjadi kebijakan dalam 

struktur kegiatan pemerintah. Hal ini selaras dengan amanat 

Presiden RI pada upacara pembukaan Musabaqah Tilawitil 

Qur’an tingkat Nasional ke IX Tahun 1976 di Samarinda yang 

menekankan penting dan perlunya pembinaan tilawatil qur’an 

secara kontinyu serta pemahaman makna Al-Qur’an dan 

pengamalannya dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial. 

Selain itu terdapat juga keputusan bersama menteri agama  dan 

menteri dalam negeri No. 19 Tahun 1977 / No. 151 Tahun 1977 

tentang pembentukan LPTQ dan keputusan No. 128 Tahun  1982 

/ No. 48A Tahun 1982, tentang usaha peningkatan kemampuan 

baca tulis huruf Al-Qur’an bagi umat Islam dalam rangka 
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peningkatan, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dengan merujuk peraturan di atas maka tidak menjadi 

asing apabila kita temukan semarak perlombaan Musabaqah 

Tilawatil Qur’an disetiap daerah menjadi momentum yang 

ditunggu terlebih bagi para peserta yang sering mengikuti 

kegiatan perlombaan tersebut. Gairah peserta yang sangat luar 

biasa dalam menyambut momentum perlombaan MTQ sudah 

seharusnya menjadi bagian tugas dari LPTQ mulai dari merekrut, 

membina sampai pada mengikut sertakan calon peserta 

Muabaqah Tilawatil Qur’an. Namun, dalam praktiknya LPTQ 

belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai 

lembaga penaung. Hal demikian dibuktikan dengan beberapa 

kasus kecurangan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan 

perlombaan MTQ yang dilakukan oleh sebagian kafilah, seperti 

pengambilan peserta dari daerah lain untuk mewakili daerahnya, 

sehingga dalam hal ini terjadi unsur pemalsuan identitas peserta 

MTQ tersebut. 
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Daerah yang menjadi kafilah perlombaan MTQ ini 

biasanya meminta kepada calon peserta dari daerah luar untuk 

mewakili daerahnya. Apabila penyedia jasa menyepakati 

terhadap penawaran sewa yang diajukan daerah yang menjadi 

kontingen MTQ, maka pihak penyedia jasa diminta untuk 

menyerahkan identitas, setelah menyerahkan identitas kemudian 

penyedia jasa akan mengikuti pembinaan selama tiga hari yang 

diadakan oleh LPTQ daerah penyewa jasa. Sebelum peserta 

tampil biasanya peserta melakukan registrasi ulang dengan 

mengecek ulang identitas serta pinger print.
1
 

Kasus pengambilan peserta dari daerah luar dalam lomba 

MTQ sering kali terjadi dalam setiap momen penyelenggaraan 

acara ini. Penyedia jasa cukup tampil dengan mengatasnamakan 

daerah yang menyewanya, kemudian penyedia jasa akan 

menerima sebagian uang atau barang sebagai timbal baliknya. 

Kaitannya dengan praktik sewa jasa tilawah pada perlombaan 

musabaqah tilawatil Qur’an, sewa jasa dalam kasus ini tidak lagi 

                                                             
1
 Masruri, Pengasuh Majlis Ta‟lim Bani Gofur, Wawancara Dengan 

Penulis Di Rumahnya Di Kampung Jelumprit, (Tanggal 20 Februari 2019) 
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menjadi asing, dimana dalam perlombaan ini eksistensi 

kemenangan menjadi tujuan utama antar kontingen. Hal ini 

sebenarnya suatu kewajaran dalam suatu perlombaan, namun 

bagaimana jika untuk mencapai itu semua dilakukannya cara 

penyewaan peserta tilawah dari luar daerah dengan melanggar 

peraturan yang telah dibuat oleh LPTQ.  

Adapun upah yang diterima peserta dari daerah luar ini 

biasanya variatif, tergantung bidang yang diikuti, tingkat 

perlombaan yang diadakan dan sampai pada prestasi yang diraih. 

Dalam akad penyewaan besarnya upah tidak ditentukan pada 

awal akad, artinya kesepakatan upah pada akad sewa antara pihak 

penyewa dan pihak penyedia jasa  ditautkan pada hasil akhir yang 

diraih si penyedia jasa yang dalam kasus ini sebagai peserta 

lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an mewakili daerah yang 

menyewa jasanya. 

Pada awal akad penyewa memberikan sebagian uang 

atau barang kepada penyedia jasa sebagai tanda kesepakatan 

untuk melanjutkan akad, namun uang yang diterima penyedia 

jasa pada awal akad tidak ditentukan jumlahnya, artinya uang 
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yang diterima penyedia jasa besarannya ditentukan oleh penyewa 

saja tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak penyedia 

jasa perihal jumlahnya, sedangkan dana ini bisa menjadi dana 

pokok yang diterima si penyedia jasa ketika tidak menjuarai 

perlombaan tersebut.
2
 

Dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an 

(MTQ) tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Serang, 

biasanya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 

Kabupaten memberikan anggaran kepada Lembaga 

Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan sebesar 

Rp. 10.000.000. Dana tersebut nantinya akan digunakan 

keperluan perlombaan, salah satunya untuk membayar uang 

saku peserta. 

Nilai atau nominal yang diterima peserta tilawah dalam 

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten 

biasanya berkisar diantara Rp. 200.000 - Rp. 300.000 tergantung 

kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 

Kecamatan yang menyewa jasanya. Akan tetapi, tidak jarang 

                                                             
2
 Reni Isnawati, Qori‟ah Majlis Bani Gofur, Wawancara Langsung 

Dengan Penulis Di Majlis Bani Gofur, (Tanggal, 6 September 2019) 
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LPTQ Kecamatan yang menggunakan anggaran pribadi untuk 

membayar uang saku peserta lebih dari nominal tersebut.
3
 

Sedangkan untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat 

Provinsi besarnya uang saku yang diterima peserta diantara 

angka Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000, jumlah uang saku yang 

diterima peserta tersebut belum termasuk biaya transportasi 

peserta untuk menuju lokasi penyelenggaraan Musabaqah 

Tilawatil Qur’an (MTQ). Adapun untuk jumlah biaya 

transportasi disesuaikan dengan jarak tempuh jauh atau dekatnya 

domisili si peserta yang disewa jasanya tersebut. Sedangkan 

untuk tingkat Nasional besarnya uang saku yang diterima 

peserta mencapai angka Rp. 6.000.000 – Rp. 8.000.000. Jumlah 

uang saku di atas baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional 

sepenuhnya menjadi hak si peserta tanpa menautkan dengan 

hasil lomba yang diperoleh si peserta.
4
 

                                                             
3
 Roy Rizal Fiqri, Qori Majlis Bani Gofur, Wawancara Langsung 

Dengan Penulis Di Majlis Bani Gofur, (Tanggal, 6 September 2019) 
4
 Roy Rizal Fiqri, Qori Majlis Bani Gofur, Wawancara Langsung 

Dengan Penulis Di Majlis Bani Gofur, (Tanggal, 6 September 2019) 
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Apabila peserta yang disewa jasanya ini meraih juara 

perlombaan yang diikutinya, maka seluruh hadiah menjadi hak si 

peserta, seperti tropi dan uang pembinaan. 

Adapun besarnya uang pembinaan sebagai berikut: 

NO 
TINGKAT 

PERLOMBAAN 

Hadiah 

Juara 1 Juara 2 Juara 3 

1 Nasional Rp. 10.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 8.000.000 

2 Provinsi Rp. 5.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 3.000.000 

3 Kabupaten Rp. 4.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.000.000 

Sumber: wawancara langsung dengan Roy Rizal Fiqri  

 Selain hadiah di atas, peserta juga akan mendapatkan 

bonus yang diberikan oleh pihak penyewa jasa. Adapun bonus 

yang diberikan penyewa jasa kepada peserta yang meraih juara 

biasanya variatif tidak selalu dalam bentuk uang, seperti 

pemberian tiket haji, umrah dan beasiswa pendidikan. Namun 

apabila bonus itu dalam bentuk uang biasanya jumlah bonus yang 

diterima peserta berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan LPTQ 

dari masing-masing daerah. Namun jika peserta menolak 

mengambil bonus berupa pemberangkatan haji atau umrah, maka 

si peserta boleh menukarnya dengan uang senilai operasional 
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yang dianggarkan untuk pemberangkatan haji atau umrah. 

Sehingga dalam kasus akad sewa jasa ini jumlah nilai sewa yang 

diterima penyedia jasa tidak menentu, sedangkan si penyewa 

hanya mendapatkan nama baik saja atas prestasi yang telah diraih 

oleh peserta yang telah mewakili daerahnya.
5
 

  

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Jasa peserta 

tilawah pada musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari 

kegiatan Muamalah. Salah satu bentuk kegiatan Muamalah yang 

sering terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak 

sebagai penerima jasa manfaat dan orang lain yang menyediakan 

pekerjaan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, 

penyedia jasa manfaat mendapatkan konpensasi berupa upah, 

kegiatan tersebut dalam fiqih Muamalah disebut ijarah.
6
 

Dewasa ini sering dijumpai beragam peristiwa tentang 

praktik ijarah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada 

                                                             
5 Masruri, Pengasuh Majlis Ta‟lim Bani Gofur, Wawancara Dengan 

Penulis Di Rumahnya Di Kampung Jelumprit, (Tanggal 20 Februari 2019) 

 
6
Khoirunnisa Skripsi S1,  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Ijarah Penyayi Dangdut,(Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017) 
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suatu momen tertentu. Seperti halnya dalam kasus perlombaan 

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) praktik ijarah sering 

dilakukan diantara kontingen. Praktik ijarah dalam hal ini berupa 

pengambilan peserta dari daerah lain, biasanya daerah yang 

menjadi kafilah perlombaan MTQ ini meminta kepada calon 

peserta dari daerah luar untuk mewakili daerahnya dengan 

memberikan sebagian uang atau barang sebagai timbal baliknya. 

Dalam kasus penyewaan jasa tilawah ini tidak menutup 

kemungkinan akan terjadinya suatu manipulasi data mulai dari 

nama, umur sampai keterangan domisili peserta. Hal ini 

bertentangan dengan peratuan LPTQ No. 303/LPTQ-

BTN/XII/2017 Perihal Ketentuan Pokok MTQ XV tingkat 

Provinsi Banten tahun 2018. Dalam peraturan ini terdapat poin 

yang menjelaskan bahwa peserta yang diketahui menggunakan 

persyaratan palsu antara lain manipulasi umur dan nama 

dinyatakan gugur hak tampilnya.
7
  

Jika melihat kasus tersebut, praktik sewa jasa tilawah pada 

lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an tidak diperbolehkan, karena 

                                                             
7
 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Provinsi Banten Nomor 

303/LPTQ-BTN/XII/2017 
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Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) diselenggarakan oleh 

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang berada 

dalam naungan Kementrian Agama yang dinaungi oleh 

Pemerintah. Jadi, secara tidak langsung melanggar peraturan 

LPTQ sama saja dengan melanggar peraturan Pemerintah (Ulil 

Amri). Hal ini tidak diperbolehkan berlandaskan kepada firman 

Allah SWT. 

                

                    

               

              

 
”wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah rasul (Muhammad), dan  Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (Al-

Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 59)8 

 

                                                             
8  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Diponegoro, 2004), h. 69 
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Selain dari ayat Al-qur’an terdapat juga perintah tentang 

keharusan mentaati pemerintah (ulil amri) dalam hadits. 

 

وَمَنْ عَصَانِي فَ قَدْ عَصَى اللَّوَ وَمَنْ يُطِعْ مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّوَ 
مَامُ جُنَّةٌ  الَْْمِيرَ فَ قَدْ أَطاَعَنِي وَمَنْ يَ عْصِ الَْْمِيرَ فَ قَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الِْْ

قَى بِوِ فَإِنْ أَمَرَ بتَِ قْوَى اللَّوِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لوَُ بِذَلِكَ  يُ قَاتَلُ مِنْ وَراَئوِِ وَيُ ت َّ
 جْرًا وَإِنْ قَالَ بِغيَْرهِِ فَإِنَّ عَلَيْوِ مِنْوُ أَ 

"Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat 

kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku 

berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa 

yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan 

barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah 

bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) 

adalah laksana benteng, dimana orang-orang akan berperang 

mengikutinya dan berlindung dengannya. Maka jika dia 

memerintah dengan berlandaskan taqwa kepada Allah dan 

keadilan, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia 

berkata sebaliknya maka dia akan menanggung dosa". 

(BUKHARI - 2737)
9
 

Hadits di atas diperkuat dengan kaidah fiqh yang 

menjelaskan tentang penetapan pengambilan keputusan dengan 

merujuk pada nilai kemaslahatan, begitu pula dengan peraturan 

yang dibuat oleh LPTQ, yang mana peraturan ini dibuat dengan 

                                                             
9
 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, 2009, Lidwa Pustaka I-Software 

Kitab 9 Imam Hadits 
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tujuan untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin akan 

dilakukan oleh sebagian kontingen. 

مَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُ وْطٌ باِلْمَصْلَحَةِ   تَصَرُّفُ الِْْ
“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan”.
10

 

 

Menurut  M. Quraish Shihab, yang dimaksud dengan 

Ulil Amri ialah yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, 

selama mereka merupakan bagian diantara kamu, wahai orang-

orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan 

dengan perintah Allah dan perintah  Rasulnya.
11

 

Imam Asy-Syaukani berkata: 

وأولي الْمرىم : الْءمة ، والسلاطين ،  
القضة ، وكل من كانت لو ولاية شرعية لا ولاية طاغوتيةو   
 

“ulil amri adalah para imam, penguasa, dan semua 

orang yang mimiliki kekuasaan yang syar‟i, bukan kekuasaan 

thaghut”. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1/556).
12

 

                                                             
10

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam 

Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 

2016), H. 147 
11

  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 

2000), h. 459 
12

  https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati/ 

diakses pada senin, 21 April 2019, pukul 19:44 WIB 

https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati/
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Imam Nawawi berkata, Ulil Amri yang dimaksud adalah 

orang-orang yang Allah SWT wajibkan untuk ditaati dari 

kalangan para penguasa dan pemimpin umat, inilah pendapat 

mayoritas ulama terdahulu dan sekarang yaitu dari kalangan ahli 

tafsir, fiqh dan selainnya. (syarah shahih muslim 12/222)
13

 

Dari beberapa pendapat ulama di atas bisa disimpulkan 

bahwa peraturan LPTQ merupakan bagian dari ulil amri. 

Peraturan ini wajib ditaati , meskipun bersifat tidak mutlak 

namun bersyarat selama bukan dalam perkara maksiat, artinya 

peraturan yang dibuat oleh LPTQ ini menjadi keharusan tuntunan 

dalam pelaksanaan perlombaan MTQ bagi setiap peserta atau 

kontingen karena mengarahkan kepada kemaslahatan dan dibuat 

oleh ulama. Dalam kasus ini ulama merupakan seseorang yang 

mempunyai kekuasaan dalam mengatur dan membuat suatu 

keputusan sehingga kedudukannya dapat dikategorikan sebagai 

Ulil Amri dan peraturan yang diputuskannya merupakan suatu 

hukum yang harus dipatuhi. 

Penyewaan jasa tilawah ini dalam Muamalah termasuk 

dalam jenis ijarah „ala al-a‟mal adalah ijarah yang sering 

                                                             
13

 https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati/ 

diakses pada senin, 21 April 2019, pukul 19:44 WIB 

https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati/
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dipakai antara penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja yaitu 

peserta tilawah dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan 

atau  pekerjaan dengan  ketentuan peserta tilawah mendapatkan 

kompensasi berupa upah. 

Namun, Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin Ulayyah, 

Hasan Basri, Al-Qasyani, An-Nahrani, dan Ibnu Kaisan. Mereka 

melarang akad ini karena ijarah adalah menjual manfaat, padahal 

manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, 

hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi 

sedikit. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjual belikan 

atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan 

jual beli pada masa akan datang.
14

  Selain itu dalam kasus sewa 

jasa lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an upah yang diterima 

peserta dari daerah luar ini biasanya tidak menentu besarannya, 

besarnya upah yang diterima penyedia jasa  didasarkan pada 

bidang yang diikuti, tingkat perlombaan yang diadakan dan 

sampai pada prestasi yang diraih. Apabila peserta yang disewa 

jasanya ini meraih juara perlombaan yang diikutinya, maka 

seluruh hadiah menjadi hak si peserta, seperti tropi dan uang 

                                                             
14

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), h.385 
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pembinaan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak sah menyewa 

seseorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari 

tepung hasil dilingan itu, atau memeras biji simsim dengan upah 

sebagian minyak simsim hasil perasan, hal itu karena orang yang 

disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya 

melakukan semua itu untuk dirinya sendiri.
15

 

Dalam akad penyewaan jasa, besarnya upah tidak 

ditentukan pada awal akad. Pada awal akad penyewa memberikan 

sebagian uang atau barang kepada penyedia jasa sebagai tanda 

kesepakatan untuk melanjutkan akad namun uang yang diterima 

penyedia jasa pada awal akad tidak ditentukan jumlahnya, artinya 

uang yang diterima penyedia jasa besarannya ditentukan oleh 

penyewa saja tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak 

penyedia jasa perihal jumlahnya, sedangkan dana ini bisa menjadi 

upah pokok yang diterima si penyedia jasa ketika tidak menjuarai 

perlombaan tersebut. 

Selain itu peserta juga akan mendapatkan bonus yang 

diberikan oleh pihak penyewa jasa berupa uang saku tambahan  

apabila menjuari perlombaan. Sehingga dalam kasus akad sewa 

                                                             
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,,,, h. 399 
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ini jumlah nilai sewa yang diterima penyedia jasa tidak menentu. 

Menurut para ulama ketika seseorang mempekerjakan orang lain 

hendaknya ia memberi tahu jumlah upah yang akan diterimanya. 

Adapun landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah 

sabda Rasulullah SAW. 

 مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  دٍ يْ عِ سَ  يْ بِ أَ  نْ عَ وَ 
هُ رَ جْ أَ  وُ لَ  مَّ سَ يُ لْ ا ف َ رً ي ْ جِ أَ  رَ جَ أْ تَ اسْ  نْ : مَ  الَ قَ   

“Barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah 

ia memberitahu upahnya”.
16

 

 

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kedzaliman 

terhadap salah satu pihak yang mengakibatkan rusaknya akad. 

Selain itu, mengetahui upah di awal bertujuan untuk mencapai 

keridhaan dan untuk menghilangkan perselisihan diantara dua 

belah pihak. Selain itu dengan adanya pemberitahuan upah pada 

awal akad, maka akan dijadikan pertimbangan bagi si penyedia 

jasa untuk melanjutkan akad atau tidak. 

 

                                                             
16

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 

Cet. I, h.320 


